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PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 08 TAHUN   2010 

TENTANG 

 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT , 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mengingat 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
: 

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah 
diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah  Provinsi 
Sulawesi Barat, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat ; 

b. bahwa sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang 
diberikan  Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat, kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan dikenakan  
retribusi ;  

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  Retribusi Daerah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438) ; 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5049) ; 

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593) ; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;  

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat  Tahun 2009 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 
34) ; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah  Provinsi Sulawesi Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39) ; 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

dan 

GUBERNUR SULAWESI BARAT 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN KESEHATAN. 

  
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan  Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; 

2. Daerah  adalah  Provinsi Sulawesi Barat; 

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;  

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 
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6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung di Rumah Sakit. 

7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan  
rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. 

8. Rumah Sakit Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RSUD  adalah Rumah Sakit 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

9. Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Direktur RSUD 
adalah Direktur   Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. 

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. 

12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.      

13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis 
segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. 

14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang 
yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, 
pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengingap  
di  Ruang Rawat Inap. 

16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, 
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya 
dengan menginap di Ruang Rawat Inap. 

17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan 
secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan. 

18. Laboratorium Klinik ialah serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan 
menggunakan alat medis tertentu guna menunjang penegakan diagnosa medik. 

19. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan rasiologi dan bahan 
lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, 
perawatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya 

20. Perawatan/Pemulasan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, 
penyimpanan, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk 
kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses 
peradilan.  

21. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan 
kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.   

22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
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23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh  
orang pribadi atau Badan. 

24. Jasa Umum adalah jasa  yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 

25. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah  
pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut    atau pemotong retribusi tertentu.    

27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah. 

28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur. 

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat  
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang 
terutang. 

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB 
adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
Retibusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang. 

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB 
adalah surat ketetapan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 

32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut  STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif  berupa bunga dan/atau 
denda. 

33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib 
retribusi. 

34. Dokumen lainnya yang dipersamakan adalah Tanda Bukti Pembayaran yang sah 
dengan memperhitungkan  besarnya retribusi yang dibebankan pada Pasien selama 
diwarat di RSUD dengan melampirkan Karcis Berobat, Tanda Bukti Pembayaran 
Apotik, Tanda Pemeriksaan Laboratorium, Tanda Pembayaran Tindakan Medik, 
Tanda Pembayaran UGD, Tanda Pembayaran Rehabilitasi dan lainnya.   

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 


